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Pangkay/ * Pembina Ula Muda
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4.Kepada yang bersangkulran,

5 Arsip,
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KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan

pelavanan publik kepada masyarakat diperlukan
sumber daya manusia yang memadai dan memnuhi
kriteria sesuai kebutuhan perangkat daerah untuk
melaksanakan program dan Kkegiatan di Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar maka perlu
melakukan pengadaan jasa lainnya orang perorangan
sebagai tenaga pendukung pelayanan publik yang
berintegritas

. Bahwa dalam rangka penyediaan jasa lainnya orang

perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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KEPUTUSAN WALIKOTA MAXASSAR
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TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Meaimbang : dsb
Mesgngal ) dsb
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Kembal Saudara lersebul :
1. Nomor Und SRR 1L
2 Nama Kiki Amalia, S Pd
3 TempallTgh Lahe Ujung Pandang , 05 Jul 1968
4. Penddin Sarjana PGSO
5 Aarat . ) Toddopuli Raya Timur No. 18

wrmwmmrmm«rm 2020 dan dlerpatian pada:
SO INPRES BATUA | KEC. MANGGALA Kota Makassar
KEDUA $ MMWnTmWMMTMWwMKESMU.

angkan dalam Surat Perjaian Kesepakatan Kera Waklu Terbalas yaog ditandatangani cleh yang
bersangtutan dengan Kepala Badan Kepegawaian can Pengembangn Sumber Deya Manusia

Daerah Kola Makassar |

KETIGA © Segala biaya yang fmbx! dar pelsksanaan keputusan ini dbebankan pada Anggaran Pendapatan dan
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KEEMPAT . Ketenhuan yang berkatan dengan teknis pelaksanaan kepuhusan ini 3kan diakr lebih lant cleh
Kegata Badan Kepegawsian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar,

KELIMA . Keputusan ini berdaky sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADATANGGAL : (2 JANUARI 2020

Pj. WALIKOTA NAXASSAR

Capmd
MUH. IQ8AL S. SUHAES

Kepada
Yh Sdr.  Kiki Amalia, 5.Pd
di~
Makassar
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@) Brs
/ Ketenagakerjaan

NOTA KESEPAKATAN
(PERPANJANGAN MOU)
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS DAN/ATAU TENAGA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

~ Nomor : 180.560/002.1/BPKSN/2020

~ Nomor ; MoU/4/012020
Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Januarl tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-01-
2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

. Dr.H.MUH. IQBAL S. SUHAEB, S.E, MT : Pj Walkota Makassar dalam hal ini

 berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad

Yani Nomor 2 Makassar, Sulawesi
Selatan, selanjutnya disebut PIHAK
Il. DODIT ISDIYONO : Kepala Kantor Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan
Cabang Makassar dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Makassar,
berdasarkan Surat Keputusan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

L T L e L e 1
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WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 62 TAIHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2  ayat (2) Peraturan
Pemerintabh Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan

Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada
dasarnya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kuglilas
penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah
Dacrah;

b. bahwa dalam memberikan kepastian perlindungan dan jaminan
atas hak dasar tenaga kerja serta scbagai upaya meningkatkan
kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Makassar sccara
terkoordinasi  dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu memberikan landasan
hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan
jaminan sosial tenaga kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menectapkan Peraturan Walikota
Makassar tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4456),

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Kepala kantor cabang dan
Kepala Bidang Keuangan
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Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Kepala Bidang Kepesertaan,
Kepala Bidang Umum dan SDM, Kepala Bidang Pelayanan dan Staf Kepesertaan
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Di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer Kota
Makassar
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Di Kantor Dinas BKPSDMD Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer Kota
Makassar

107



Di sekolah SD Inpres Perumnas Kota Makassar bersama dengan tenaga kerja Honorer
Kota Makassar
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Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer
Kota Makassar
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Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Kepala Bidang
Pengadaaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar

Di Kantor Kecamatan Bontoala Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer
Kota Makassar
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